BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dikemukakan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Walikota Padang
akhir tahun, berupaya mendeskripsikan manajemen pembangunan
kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi,
pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output, hasil,
manfaat dan dampak penyelenggaraan pemerintah dalam satu tahun
terakhir.

2. Kendala — kendala yang dihadapi DPRD Kota Padang terhadap
Laporan Laporan Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran
Walikota Padang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018 — 2020 :

1) Waktu pembahasan dari deadline secara regulasi mengharuskan
DPRD segera membahas

2) Secara teknis waktu yang tersedia dari DPRD itu tidak bisa
untuk mengoptimalkan secara lebih banyak laporan — laporan
kegiatan dan program — program Kkinerja pemerintah ke
lapangan, karena agenda DPRD yang sudah tersusun dan
ketersedian waktu yang terbatas
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3) Perlu adanya perbandingan atau kajian — kajian yang lebih
dalam dari para pakar atau pengamat, karena selama ini belum
bisa mendapat perhatian dari kelompok diluar.

3. Upaya yang dilakukan DPRD Kota Padang terhadap Laporan Laporan
Pertanggung Jawaban akhir tahun Anggaran Walikota Padang atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 —
2020

1. Dalam Laporan Pertanggung Jawaban kepada walikota Padang,
DPRD Kota Padang meminta untuk bisa segera memberikan
Laporan Pertanggung Jawabnnya segera dijadwal yang sudah
ditentukan

2. Dalam pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban DPRD Kota
Padang meminta kepada Walikota Padang untuk menyusun
agenda sesuai dengan waktu yang ditentukan agar DPRD bisa
mengamati, mengevaluasi dan juga turun ke lapangan untuk
melihat secara langsung mengenai kegiatan dari hasil laporan
tersebut.

3. Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kota Padang meminta
bantuan dari Pakar — pakar ekonomi, hukum dan keuangan dalam
bentuk masukan yang bisa dijadikan perbandingan atau koreksi

dari laporan tersebut
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B. Saran
Berdasarkan simpulan yang telah penulis kemukakan di atas
penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan
pengawasan terhadap anggaran dan APBD dalam menjalankan tugas
pengawasan.

2. Supaya anggota DPRD mendapatkan tambahan tenaga ahli dalam
membantu DPRD melaksanakan perancangan APBD yang
kebijakannya menjadi prioritas umum dalam menyusun anggaran
dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih terbuka mengenai
masalah pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan, juga menjadikan
APBD sebagai prioritas dalam rancangan peraturan daerah tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

3. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun walikota
Padang terhadap pengawasan anggaran dana APBD vyaitu LKPJ
penulis mengharapkan untuk kedepannya DPRD evaluasi di setiap
kegiatan rancangan APBD dalam masalah pengawasan anggaran

dana APBD.
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